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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah
Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Pelayanan Fiskus (X2), secara simultan maupun
parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 pada wajib pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Jenis penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif, dengan metode survey yang menggunakan data primer yaitu
dalam bentuk Kkuisioner serta analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
berganda. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kesadarn Wajib
Pajak (X1), dan Pelayanan Fiskus (X2), secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Fakultas Ekonomi
Universitas Ichsan Gorontalo sebesar 46% dan sisanya sebesar 54% dipengaruhi
oleh variabel lain di luar model seperti Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak.
Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 () sebesar 50,20%. Dan Pelayanan Fiskus (X2)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21(Y)
sebesar 37,10%.

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib
Pajak PPh 21
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ABSTRACT

This study aims to determine and analyze whether Taxpayer Awareness (X1), and
Fiscal Service (X2), simultaneously or partially affect the Taxpayer Compliance
with Income Tax 21 on taxpayers of the Faculty of Economics, Ichsan University
Gorontalo. This type of research uses a quantitative approach, with a survey
method that uses primary data, namely in the form of a questionnaire and data
analysis used is multiple regression analysis. The results of testing the first
hypothesis show that Taxpayer Awareness (X1), and Fiscal Service (X2)
simultaneously have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance at
the Faculty of Economics, Ichsan University, Gorontalo by 46% and the remaining
54% is influenced by other variables. outside of models such as Tax Sanctions, and
Taxpayer Knowledge. Taxpayer Awareness (X1) has a positive and significant
effect on Taxpayer Compliance with Income Tax 21 (Y) of 50.20%. And Fiscal
Service (X2) has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance with
Income Tax 21 (Y) of 37.10%.

Keywords: Taxpayer Awareness, Fiscal Service, Taxpayer Compliance pph 21
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini terus meningkatkan pembangunan
nasional disegala bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah memerlukan dana yang
cukup agar pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
Penerimaan negara Indonesia yang tertuang dalam APBN menyebutkan bahwa
kurang lebih 80% penerimaan negara tersebut berasal dari pajak. Hal ini sesuai
dengan ketentuan normalnya bahwa APBN yang baik memang penerimaan
utamanya berasal dari sektor pajak, dan bukan berasal dari penerimaan sektor
lainnya. Dalam fungsi pajak juga menjelaskan bahwa pajak berfungsi sebagai
stabilitas perekonomian karena dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana
untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga
inflasi dapat tekan.

Mardiasmo, (2016) menjelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran

serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-



sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan
pembangunan nasional”.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 bahwa “pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan UU tersebut, tampak bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan
suatu keharusan setiap golongan yang memenuhi syarat wajib pajak. Kepatuhan
wajib pajak ini di atur dalam undang-undang no 6 tahun 1983 yang lebih kompleks
diatur pada PPh Pasal 21 diartikan sebagai pajak penghasilan berupa gaji, upah,
honoranium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa
pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa “pajak Penghasilan Pasal 21 adalah
Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan™.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan

dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan



kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri, Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha melakukan berbagai macam regulasi tentang
perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem
administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara
optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan
prima kepada wajib pajak.

Berbagai cara yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari pajak
tidak mungkin hanya melibatkan dari unsur pemerintah yaitu Ditjen Pajak dan
pegawai pajak itu sendiri, akan tetapi peran yang lebih aktif dari wajib pajak itu
sendiri sangat menentukan. Dengan diubahnya tata cara pemungutan pajak yaitu
sistem Official Assessment diubah dengan Self Assessment, telah memberikan
kemudahan dan kepercayaan kepada wajib pajak dalam mendaftarkan pajak,
menghitungnya, membayar pajaknya dan melaporkan sendiri perpajakannya
kepada kantor pelayanan pajak. Oleh sebab itu kesadaran wajib pajak dalam hal ini
merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hal untuk mencapai
keberhasilan penerimaan pajak tersebut.

Dengan berlakunya sistem Self Assessment ini tentunya peran aktif dari
masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat diperlukan terutama
faktor kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang menjadi kunci utama keberhasilan
penerimaan pajak tersebut Penelitian Harahap, 2004 (dalam Supadmi, 2010)

menyatakan bahwa “dianutnya sistem Self Assessment membawa misi dan



konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak
secara sukarela (voluntary compliance).

Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang
punggung dari Self Assessment System ”. Fenomena yang terjadi di Indonesia
berupa terjadinya kasus-kasus penyelewengan dalam dunia perpajakan Indonesia
menjadikan masyarakat dan wajib pajak merasa khawatir untuk membayar pajak.
Fenomena ini dapat memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk tidak patuh dalam
membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang telah membayar pajak
tidak menginginkan pajak yang telah mereka bayarkan disalahgunakan oleh oknum
aparat pajak yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Menurut Jatmiko, (2006) bahwa “Faktor Kesadaran wajib pajak jika dilihat
dari fungsi pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan negara pada dasarnya
akan meningkatkan tingginya kepatuhan para wajib pajak itu sendiri. Menurut
Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan
keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran Negara™.

Beberapa Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kesadaran dari wajib
pajak dalam membayar pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006)
“menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari
dan Arum (2012) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh
positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak Denpasar Timur. Pratiwi dan Setiawan (2014) mengemukakan



bahwa penerimaan pendapatan pajak juga dapat berlangsung secara maksimal
apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi
kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang
mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak™.

Salah satu aspek lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak yaitu aspek pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak.
Dewasa ini pelayanan pajak telah menggunakan sistem komputerisasi yang
terintegrasi  sehingga memudahkan setiap wajib pajak dalam melakukan
pembayaran dan penghitungan pajak tersebut. Namun demikan masih terdapat
berbagai aspek lainnya yang memerlukan bantuan dari petugas fiskus untuk
memudahkan para wajib pajak tersebut. Menurut Jatmiko (2006) aspek tersebut
meliputi ; pelayanan yang baik oleh petugas pajak, selalu melakukan penyuluhan
pajak berkaitan dengan undang-undang pajak dan tata cara pengisian secara online,
adanya keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, serta tata cara pelunasan yang
memudahkan wajib pajak tersebut.

Segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak atau pelayanan
fiskus tersebut akan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2010) menyebutkan bahwa ‘“untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,
kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus
yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan
petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam

pelayanan perpajakan tersebut”. Sedangkan dalam penelitian Jatmiko (2006)



mengemukakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh fiskus berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Budiatmanto dalam Angkoso (2010) berpendapat bahwa “kepatuhan wajib
pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai
tunduk, taat, dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Agar tercapainya pendapatan negara maka Direktorat Jendral Pajak di
bawah naungan Kementrian Keuangan telah melakukan upaya strategi untuk
memaksimalkan penerimaan pajak. salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui
peningkatan pelayanan oleh petugas fiskus serta upaya- lainnya yang mampu
meningkatkan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Gorontalo, tentang jumlah wajib pajak serta kewajiban menyampaikan SPT dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Wajib Pajak dan Kewajiban menyampaikan SPT
KETERANGAN 2015 2016 2017 2018

Wajib Pajak :

PPh Badan 4.206 4.881 5.492 5.582
PPh Orang Pribadi 43.876 51.864 57.292 59.733
Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan :

PPh Badan 1.811 2.113 2.115 2.041
PPh Orang Pribadi 30.040 33.960 33.393 40.405




PPh Badan (%) 43,05% 43.29% 38,51% 36,56%

PPh Orang Pribadi (%)

Sumber : KPP Gorontalo 2019.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa kewajiban menyampaikan
laporan SPT, wajib pajak orang pribadi dari tahun 2015 sampai tahun 2018
mengalami penurunan. Pajak Penghasil orang pribadi tahun 2016 dari 4.881 wajib
pajak, yang menyampaikan SPT hanya 2.113 wajib pajak atau naik sebesar 0,24%
dibanding tahun 2015. Tahun 2017 dari 5.492 wajib pajak orang pribadi yang
menyampaikan SPT hanya 2.115 wajib pajak atau menurun sebesar 4,78%
dibanding tahun 2016. Kemudian Tahun 2018 dari 5.582 wajib pajak orang pribadi
yang menyampaikan SPT hanya 2.041 wajib pajak atau menurun sebesar 1,95%
dibanding tahun 2017.

Selanjutnya wajib pajak badan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami
fluktuasi. Pajak Penghasil badan tahun 2016 dari 43.876 wajib pajak badan, yang
menyampaikan SPT hanya 33.960 wajib pajak atau menurun sebesar 2,99%
dibanding tahun 2016. Tahun 2017 dari 57.292 wajib pajak badan yang
menyampaikan SPT hanya 33.393 wajib pajak atau menurun sebesar 7,18%
dibanding tahun 2016. Kemudian Tahun 2018 dari 5.582 wajib pajak badan yang
menyampaikan SPT hanya 40.405 wajib pajak atau meningkat sebesar 9,35%
dibanding tahun 2017.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan tersebut masih terdapat para wajib
pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu menyampaikan
SPT tepat pada waktunya. Mengingat begitu banyaknya wajib pajak yang tersebar

di KPP Pratama Provinsi Gorontalo sehingga penelitian ini difokuskan pada wajib

68,46% 65,47% 58,29% 67,64%




pajak Pph pasal 21 yang ada di Universitas Ichsan Gorontalo. berdasarkan hasil
pengamatan yang dijumpai dilapangan masih ditemukan adanya wajib pajak yang
telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak namun belum menyampaikan SPT. Hal
tersebut disebabkan karena masih terdapat sebagian wajib pajak yang kurang
memahami UU Perpajakan, tata cara pengisian formulir secara online,
penghitungan pajak dan tata cara pembayarannya. Untuk memenuhi harapan agar
wajib pajak tersebut patuh dan taat dalam membayar pajak maka diperlukan adanya
suatu kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dan peningkatan mutu pelayanan yang
baik oleh petugas pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan usulan penelitian
dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Pelayanan Fiskus (X2), secara
simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21
(YY) pada Wajib Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo?

2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) pada Wajib Pajak Fakultas Ekonomi Universitas

Ichsan Gorontalo?



3. Apakah Pelayanan Fiskus (X2), berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penghasilan Pasal 21 (Y) pada Wajib Pajak Fakultas Ekonomi Universitas
Ichsan Gorontalo?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan
informasi sekaligus melakukan analisis mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

(X1), dan Pelayanan Fiskus (X2), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan

Pasal 21 (Y) pada Wajib Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak di
capai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1),
dan Pelayanan Fiskus (X2), secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penghasilan Pasal 21 (Y) pada Wajib Pajak Fakultas Ekonomi Universitas
Ichsan Gorontalo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1)
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (YY) pada Wajib Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pelayanan Fiskus (X2), terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) pada Wajib Pajak Fakultas

Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.
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1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis.
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis untuk
mempelajari tentang teori serta praktik tentang kesadaran wajib pajak,
pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak.
2. Manfaat bagi praktis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang dapat
digunakan dan diterapkan oleh Pihak Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan
Gorontalo dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo. Selain itu, penelitian ini
juga diharapkan dapat membatu pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Gorontalo dalam melakukan evaluasi serta memperbaiki sistem
Kinerja, terutama dalam bidang pelayanan dan sumber daya manusia atas
pengeloaan penerimaan pajak.
3. Manfaat Peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi
peneliti yang sejenis bagi mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi yang
berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib

pajak.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka
2.1.1 Teori Pembelajaran Sosial (Social LearningTheory)

Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006 mengemukakan bahwa Teori
pembelajaran sosial merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa orang bisa
belajar dari pengamatan, pemantauan atau merupakan pengalaman langsung yang
dialaminya. Selanjutnya Jatmiko, 2006 mengatakan bahwa teori pembelajaran
sosial adalah pengambangan dari teori pengkondisian operan yang dikemukakan
oleh Skinner (1971). Dalam teori ini menyebutkan bahwa proses dari pembelajaran
sosial terdiri atas ; 1. proses perhatian (attentional); 2. proses penahanan (retention);
3. proses reproduksi motoric; dan 4. proses penguatan (reinforcement).

Yang dimaksud dengan proses perhatian adalah seseorang hanya akan belajar
apabila orang tersebut sebelumnya sudah mengenal dan menaruh perhatian pada
orang atau model tersebut. Proses penahanan yaitu suatu proses mengingat tindakan
suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik
adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses
penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan
positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Penggunaan Teori pembelajaran sosial dalam penelitian ini sangat cocok
dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar

pajak. Orang pribadi akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat
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pengamatan dan pengalaman langsungnya. Pajak yang dipungut telah memberikan
hasil dan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayah tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menggunakan
teori yang sama dengan penelitian ini judul dari penelitiannya adalah pengaruh
sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kota
Semarang dengan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis
regresi berganda. Dengan teori ini diharapkan akan lebih memaksimalkan lagi
penerimaan pajak di Kota Gorontalo karena wajib pajak telah memiliki kesadaran
dalam membayar pajak melalui pembelajaran sosial.

2.1.1 Pengertian Pajak.

Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat
atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan menjelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
dalam “(Mardiasmo, 2016: 3).

Kemudian Soemitro (2013: 34) Pajak merupakan iuran dari rakyat yang
ditujukan kepada kas negara yang dipungut sesuai dengan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Kemudian Widari (2016) Pajak adalah suatu alat bagi pemerintah dalam
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rangka mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat
langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai penguluaran
rutin serta serta pembangunan nasional dari ekonomi Masyarakat.

Selanjutnya Soemitro (dalam Sari, 2013: 34) Pajak merupakan suatu iuran
dari rakyat ditujukan kepada kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak ada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan Waluyo
(2007:2) Pajak adalah “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas
negara yang menyelenggarkan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pajak
merupakan kontribusi atau iuran wajib kepada negara dan bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh imbalan secara langsung,
bertujuan untuk membiayai segala keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat serta dalam rangka mencapai kesejahteraan umum.

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan suatu bentuk
pumungutan yang secara resmi kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau
suatu hasil lainnya yang diterima dan diperolehnya selama tahun pajak yang

digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan
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bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya untuk pembiayaan
pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh-21) berdasar Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah “pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”.

Menurut Resmi (2011:74), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang
dipungut dari suatu subjek pajak berupa penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam satu tahun pajak. Kemudian menurut Subekti dan Asrori
dalam Dina Fitriani (2009:139), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang
dipungut kepada orang pribadi atau perseorangan dan atau badan berkenaan
dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun.
Sedangkan menurut Suandy (2011:36), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang
dipungut dari penghasilan, dan dapat dikenakan secara berkala dan berulang-
ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Dari beberapa pendapat diatas, maka maka disimpulkan bahwa Pajak
Penghasilan (PPh) pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh
orang pribadi selama satu tahun pajak.

2.1.3 Pengertian Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme atau cara

pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus

dibayar wajib pajak ke negara. Menurut Suandy (2012,69) “sistem perpajakan
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terdiri dari tiga unsur, yakni kebijakan perpajakan (Tax Policy), undang-undang
pajak (Tax Law) dan administrasi perpajakan (Tax Administration). Sistem
perpajakan merupakan metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang
terhutang oleh wajib pajak dapat mengalir kekas negara, sedangkan sistem
pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia merupakan Sistem Self

Asessment .

Mardiasmo (2016) “pada prinsipnya ada tiga mekanisme atau sismtem yang
dapat digunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah
pajak yang terutang oleh seseorang yaitu sistem pemungutan pajak Official
assessment system, Self assessment system, dan With holding system.

a. Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak
yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut.
Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul
setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak tersebut oleh fiskus. Sistem ini
juga diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana
KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB
yang terutang setiap tahun. Jadi, wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri,
tapi cukup membayar PBB tersebut berdasarkan Surat Pembayaran Pajak
Terutang (SPPT) yang dikeluarkan olek KPP dimana tempat objek pajak
tersebut terdaftar.

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah

(petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak.
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Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi
perpajakan pada tahun 1984.

b. Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak
dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar
oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan.

Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor

serta melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP),
sedangkan fiskus hanya memberi penerangan atau sebagai pengawas pajak
tersebut. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dan
SPT Masa PPN.
Cara pemungutan pajak dengan Self assessment system juga mempunyai
kelemahan yaitu wajib pajak akan menghitung sekecil kecilnya pajak yang
harus ia bayarkan kepada negara. Karena tidak semua wajib pajak jujur
menghitung pajaknya sendiri. Sistem pemungutan pajak ini berlaku di
indonesia setelah reformasi pajak pada tahun 1983.

c. With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang
menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga
(bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini
merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya”

2.1.4 Pengertian Adiministrasi Perpajakan.
Sistem pemungutan pajak terdiri dari unsur ketentuan pajak (tax law) serta
administrasi pajak (tax administration) untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Untuk dapat mengimplementasikan pemungutan pajak maka harus dilakukan
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melalui administrasi pajak. Gunadi (2005:78) administrasi perpajakan adalah
semua kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan catat-mencatat, namun
demikian administrasi pajak adalah bukan kegiatan catat-mencatat biasa akan tetapi
catat-mencatat sebagaimana yang dipandu dan yang dikehendaki oleh peraturan
perundang-undangan.

Administrasi pajak adalah bagian dari pelaksanaan hukum formal di bidang
perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan
pembinaan, karena administrasi perpajakan melalui pelaksanaan tata usaha
perpajakan dan sarananya timbul bukan karena hasil imaginasi ataupun rekaan dari
para penyelenggara, akan tetapi disusun sebagai kehendak ketentuan formal
perpajakan untuk melaksanakan misi menjadikan ketentuan material perpajakan
suatu kenyataan yang baik dan benar. Sebagai salah satu instrumen pelaksanaan di
bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat,
pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan
pembinaan dari pelaksanaan pengawasan dimaksud. (Waluyo,2014:91).

Gunadi (2005:78) menambahkan bahwa “administrasi pajak bukan hanya
merupakan kepentingan dari negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi juga
merupakan kepentingan dan hak dari para Wajib Pajak agar segala pelaksanaan
kewajiban dan hak-hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar. Oleh
karena itu penyimpangan tata usaha perpajakan dari ketentuan peraturan
perundang-undangan akan menimbulkan persengketaan dengan masyarakat dan

khususnya masyarakat Wajib Pajak”.
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Sophar (2008 : 8) “administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-
cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran
administrasi perpajakan. Menurut Gunadi adminsitrasi perpajakan dikatakan
efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalh berikut ini:

a. Wajib pajak tidak terdaftar (unregistered taxpayers).
b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT (stop filling tax payers)
c. Penyelundup pajak (tax evaders).
d. Penunggak pajak (delinquent tax payers)”.
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Arum (2012) “Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia
untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap
realitas”. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa “kesadaran adalah keadaan
mengetahui atau mengerti. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak
adalah merupakan bentuk dari sikap manusia yang secara sukarela tanpa ada
paksaan patuh dan tunduk untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah diatur
dalam peraturan perpajakan”.

Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa
bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar
pajak. “Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam
menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau
membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang
dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan

pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar
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pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan
beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat
mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa
pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan
membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat
dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara™.

Jatmiko (2006), menyatakan bahwa “kesadaran perpajakan masyarakat yang
rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak
dapat dijaring. Masih dalam Jatmiko (2006), juga mengemukakan bahwa kesadaran
perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari
masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaraan
perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak”.

Untuk mengukur tingkat kesadaran wajib pajak jatmiko (2006)
mengemukakan bahwa “wajib pajak harus memahami penggunaan dari hasil
pengumpulan pajak tersebut. Indikator yang digunakan oleh jatmiko yaitu :

a. WP menyadari bahwa pajak yang dibayarkan adalah merupakan iuran
rakyat untuk dana pembangunan.

b. WP menyadari bahwa pajak yang dibayarkan adalah iuran rakyat untuk
dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.

c. WP menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang utama
bagi negara yang terbesar dari penghasilan negara lainnya.

d. WP menyadari bahwa membayar pajak adalah merupakan suatu kewajiban

bagi setiap warga negara indonesia”.
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2.1.6 Pelayanan Fiskus

Menurut Jatmiko, 2006 Pelayanan ‘“adalah cara melayani (membantu
mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang).
Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat
diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan
segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib
pajak”.

Menurut Suyatmin, 2004 bahwa “tingkat keberhasilan penerimaan pajak
selain dipengaruhi oleh tax payer juga dipengaruhi oleh tax policy, tax
administration dan tax law. Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh
fiskus itu sendiri, sedangkan faktor tax payer didominasi dari dalam diri wajib pajak
itu sendiri. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani
masyarakat atau wajib pajak sangat dipengaruhi oleh adanya tax policy, tax
administration dan tax law .

Menurut Miando Sahala L. Panggabean, 2002, “Kepatuhan Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana
petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.
Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa.
Padahal untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap patuh terhadap kewajiban
perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa”.

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia
(SDM) sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara

empiris hal ini telah dibuktikan oleh beberapa hasil penelitian yang menemukan
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bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik
untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi
dalam arti memiliki keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman
(experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-
undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai
pelayan publik.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam
memandang mutu pelayanan petugas pajak (fiskus) diduga akan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Oleh karena itu sikap
wajib pajak terhadap pelayanan fiskus akan digunakan sebagai variabel bebas
dalam penelitian ini. Beberapa temuan empiris seperti penelitian Sulud Kahono
(2003) dan Suyatmin (2004) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap
pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan
yang dilakukan oleh fiskus menurut Jatmiko (2006), adalah sebagai berikut :

1). Pelayanan yang baik yang dilakukan oleh petugas fiskus dalam melakukan
penagihan pajak terutang kepada masyarakat atau wajib pajak.

2). Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas fiskus dapat membantu pemahaman
wajib pajak dalam menghitung pajak dengan benar.

3). Petugas fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak
yang dikenakan.

4). Mekanisme pembayaran atau pelunasan pajak oleh wajib pajak sangat mudah

dilakukan dan efisiesn.
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2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang
tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela
(voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari selfassesment system,
dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan
kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan
pajaknya.

Kamus Umum Bahasa Indonesia (2011:1013), “istilah kepatuhan berarti
tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut perpajakan kita dapat
memberikan pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk
dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Hamonangan (2012:84) Secara sederhana definisi kepatuhan adalah
“Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
Selanjutnya Gunadi (2009:82) kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan wajib
pajak adalah kesediaan pemenuhan kewajiban wajib pajak sesuai aturan tanpa
suatu paksaan baik secara hukum maupun administrasi, adanya peningkatan
pelayanan yang memuakan bagi para wajib pajak diharapkan dapat menciptakan
kenyamanan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak. Dapat

disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib
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pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak, Siti Kurnia Rahayu (2010:138),
menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu
keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak, Siti Kurnia Rahayu (2010:139),
menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2008 dalam Sony Devano
dan Siti Kurnia Rahayu (2010:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan
adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan
perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak,
aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak
merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap

peraturan atau Undang-undang Perpajakan. Jatmiko (2006:130)
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Santoso (2008:58) mendefinisikan “kepatuhan perpajakan sebagai suatu
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan merupakan suatu iklim kepatuhan
dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi”
(Supadmi, 2010:66) sebagai berikut.

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Muliari dan Setiawan (2010:59) menjelaskan bahwa “kriteria wajib pajak
patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak
patuh adalah sebagai berikut.

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua
tahun terakhir.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal
terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling

banyak lima persen”.
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Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh
akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan
pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas tentang kepatuhan wajib
pajak maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan
wajib pajak yang dikembangkan oleh Jatmiko (2006). Menurut Jatmiko (2006)
bahwa wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

a. Wajib pajak tersebut memahami tentang peraturan perpajakan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah dalam Undang-undang perpajakan.

b. Wajib pajak tersebut selalu mengisi formulir pajak dengan benar.

c. Wajib pajak tersebut senantiasa menghitung pajak yang terhutang dengan
benar

d. Wajib pajak tersebut selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

2.1.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Jatmiko (2006) Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap
pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk
mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hal senada juga dinyatakan oleh
Loekman Sutrisno, Soemarso dalam jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa
membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan
bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara
keseluruhan. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi
salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Hal lain juga

dikemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam
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masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas
perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2.1.9 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Menurut Jatmiko (2006) Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap
Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada
bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib
pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang
pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar WP tetap patuh terhadap kewajiban
perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa (Miando
Sahala L. Panggabean, 2002). Fiskus yang bertanggung jawab dan
mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib
pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Loekman Sutrisno dalam
jatmiko (2006) menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak
dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan. Fiskus
diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (skill),
pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan
perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu
fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Dari uraian
tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu
pelayanan petugas pajak (fiskus) diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak di dalam membayar pajak.
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Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat

dilihat pada tabel berikut :

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Jatmiko A.
Nugroho, (2006)

Pengaruh Sikap Wajib Pajak
Pada Pelaksanaan  Sanksi
Denda, Pelayanan Fiskus Dan
Kesadaran Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (Studi Empiris Terhadap
Wajib Pajak Orang Pribadi di
Kota Semarang..

Penelitian ini mengkaji tingkat
kepatuhan WP orang pribadi di
kota Semarang. Populasi dalam
penelitian adalah para WP
orang pribadi yang ada di kota
Semarang sejumlah  29.006
WP. Penarikan sampel secara
proportinal sebesar 100 orang.
Data penelitian adalah data
primer dengan teknik analisis
regresi berganda. Hasil
penelitian Sikap
WP  terhadap pelaksanaan
sanksi denda, sikap WP
terhadap pelayanan fiskus dan
sikap WP terhadap kesadaran
perpajakan memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap
kepatuhan WP.

Arum  Harjanti
Puspa, (2012)

Pengaruh Kesadaran Wajib
Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan
Sanksi  Pajak  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang Pribadi Yang
Melakukan Kegiatan Usaha
Dan Pekerjaan Bebas (Studi
di Wilayah KPP Pratama
Cilacap

Penelitian ini mengkaji tingkat
kepatuhan WP orang pribadi
yang melakukan kegiatan
usaha dan pekerjaan bebas di
Kabupaten Cilacap. Tujuan
penelitian untuk menganalisis
pengaruh  kesadaran WP,
Pelayanan Fiskus, dan Sanksi
Pajak terhadap Kepatuhan WP
orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha dan pekerjaan
bebas. Populasi sejumlah 3.038
dengan jumlah sampel 97 orang
dengan teknik simple random
sampling. Metode penelitian
adalah metode survey dengan
analisis  regresi  berganda.
Kesadaran WP, pelayanan
fiskus, dan sanksi pajak
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memiliki pengaruh yang positif
dan  signifikan  terhadap
kepatuhan WP.
Luh Putu | Pengaruh Reformasi | Hasil penelitian menunjukkan
Sudiartini, Gede | Administrasi Perpajakan, | bahwa secara individu dan
Adi Yuniarta, | Sikap Wajib Pajak Dan | bersama-sama reformasi
Putu Sukma | Sanksi Perpajakan Terhadap | administrasi perpajakan, sikap
Kurniawan (2017) | Kepatuhan ~ Wajib  Pajak | wajib  pajak, dan  sanksi
Orang Pribadi Pada Kantor | perpajakan berpengaruh
Pelayanan Pajak Pratama | signifikan dan positif terhadap
Gianyar kepatuhan Wajib Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui
atau mengerti. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak
tersebut memahami dan mengerti apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga
negara. Kesadaran tersebut meliputi kesadaran bahwa pajak adalah iuran rakyat
yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pajak juga digunakan untuk dana
umum penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga merupakan sumber penerimaan
terbesar dari negara, tentunya menyadari sepenuhnya bahwa membayar pajak
adalah merupakan suatu kewajiban bagi warga negara yang telah memenuhi syarat
sebagai wajib pajak.

Pelayanan merupakan cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan
segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan
petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak
dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan
seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Kepatuhan wajib pajak sebagai perilaku yang timbul di dalam wajib
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pajak dalam mematuhi semua proses administrasi perpajakan, mulai dari
mendaftarkan diri untuk kemudian medapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), lalu menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung
dan membayar pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak.

Dari uraian latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang dikemukakan
pada bab sebelumnya, untuk itu penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran
tentang pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Survey Pada Wajib Pajak

Universitas Ichsan Gorontalo) sebagai berikut :

Wajib Pajak

A

Fakultas Ekonomi

v A\ 4

Kesadaran Wajib Pelayanan Fiskus
Pajak (X1) (X3)

—

Kepatuhan Wajib Pajak

Penghasilan Pasal 21 ()

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan pada bab I, maka dapat

diajukan hipotesis sebagai berikut:
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4. Kesadaran Wajib Pajak (X1), Dan Pelayanan Fiskus (X2), secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan
Pasal 21 (Y) pada Wajib Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) pada Wajib Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) pada Wajib Pajak Fakultas Ekonomi

Universitas Ichsan Gorontalo.



BAB Il
OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti
diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pelayanan Fiskus (X2) terhadap
Kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (Y), lokasi penelitian adalah Wajib

Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian
3.2.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Nasution (2001:23) Menyatakan bahwa Desain Penelitian merupakan
rencana mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat
dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian. Desain
penelitian berguna untuk memberi pegangan yang lebih jelas dan memberikan
batasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan

peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kuantitatif,
penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki,
menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari
pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui

pendekatan kuantitatif. (Sugiyono, 2012:15)
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3.2.2 Operasionalisasi Variabel.
Variabel yang diteliti perlu didefinisikan dalam bentuk rumusan yang lebih
opersaional, sehingga dapat dihindari interprestasi lain yang dimaksudkan
Berdasarkan kerangka pemikiran maka yang menjadi operasionalisasi
variabel bebas adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Pelayanan Fiskus (X2)
serta variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 ().

adapun variabel penelitian adalah sebagai berikut.

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Untuk mengukur tingkat Kkesadaran wajib pajak jatmiko (2006)
mengemukakan bahwa wajib pajak harus memahami penggunaan dari hasil
pengumpulan pajak tersebut. Indikator yang digunakan oleh jatmiko yaitu :

a. WP menyadari bahwa pajak yang dibayarkan adalah merupakan iuran rakyat
untuk dana pembangunan.

b. WP menyadari bahwa pajak yang dibayarkan adalah iuran rakyat untuk dana
umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.

c. WP menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang utama bagi
negara yang terbesar dari penghasilan negara lainnya.

d. WP menyadari bahwa membayar pajak adalah merupakan suatu kewajiban bagi

setiap warga negara indonesia.

N

Pelayanan Fiskus (X2)
Menurut Miando Sahala L. Panggabean, 2002, “Kepatuhan Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana

petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.
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Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa.
Padahal untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap patuh terhadap kewajiban
perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa”.

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan
yang dilakukan oleh fiskus menurut Jatmiko (2006), adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan yang baik yang dilakukan oleh petugas fiskus dalam melakukan
penagihan pajak terutang kepada masyarakat atau wajib pajak.

b. Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas fiskus dapat membantu pemahaman
wajib pajak dalam menghitung pajak dengan benar.

c. Petugas fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak
yang dikenakan.

d. Mekanisme pembayaran atau pelunasan pajak oleh wajib pajak sangat mudah
dilakukan dan efisiesn.

3. Variabel Terikat (Dependent)

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang
tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas tentang
kepatuhan wajib pajak maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah kepatuhan wajib pajak yang dikembangkan oleh Jatmiko (2006). Menurut
Jatmiko (2006) bahwa wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari beberapa aspek

yaitu :
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a. Wajib pajak tersebut memahami tentang peraturan perpajakan yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah dalam Undang-undang perpajakan.

b. Wajib pajak tersebut selalu mengisi formulir pajak dengan benar.

c. Wajib pajak tersebut senantiasa menghitung pajak terhutang dengan benar

e. Wajib pajak tersebut selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

Adapun dimensi indikator dari operasional variabel digambarkan dalam tabel

berikut:

Tabel 3.1
Opersional Variabel (X)

Variabel Indikator Skala
1. Pajak adalah iuran rakyat untuk
.. pembangunan
Kesadaran Wajib | 5 pajak untuk dana umum pemerintah Ordinal
Pajak (X1) 3. Pajak adalah sumber penerimaan terbesar
4. Membayar Pajak adalah suatu kewajiban
1. Pelayanan yang baik
Pelayanan Fiskus (X2) | 2. Penyuluhan pajak
3. Keberatan Wajib Pajak
4. Cara pelunasan mudah
Sumber : Jatmiko (2006)
Tabel 3.2
Opersional Variabel (Y)
Variabel Indikator Skala
. 1. WP memahami UU Perpajakan
Kepatuhan wajib pajak 2. Formulir Pajak
penghasilan pasal 21 | g Menghitung Pajak Ordinal
(¥) 4. Membayar Pajak

Sumber : Jatmiko (2006)

Dalam melakukan test terhadap setiap variabel baik variabel bebas atau

independen maupun variabel terikat atau dependen, maka dilakukan antara lain;

untuk variabel independen yang terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak (Xi), dan
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Pelayanan Fiskus (X>) serta variabel Kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21
(Y). Pengukuran menggunakan instrument kuesioner, dengan menggunakan skala
Likert dimana setiap item instrument memiliki tingkatan atau grade dari sangat
positif sampai sangat negatif, Kuesioner disusun dengan menyiapkan 5 pilihan
(option), setiap pilihan akan diberikan bobot yang berbeda seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Daftar Pilihan Jawaban Kuesioner

Pilihan Bobot
Sangat Setuju/Selalu (sangat positif) 5
Setuju/Sering (positif) 4
Ragu — ragu/Kadang- kadang (netral) 3
Tidak Setuju/Jarang (negatif) 2
Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah (sangat negatif) 1

Sumber : Riduwan (2007: 86)
3.2.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data diperlukan
dikelompokkan kedalam dua golongan yaitu :
1. Jenis Data, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Kuantitatif, adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah
atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah hasil
kuesioner dengan menggunakan skala likert yang disebarkan kepada
responden.

b. Data Kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan tetapi berupa
ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan atau gambaran suatu objek. Dalam penelitian
ini data kualitatif adalah seluk-beluk KPP Pratama termasuk visi dan misi.

2. Sumber Data, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penyebaran
kuesioner kepada responden.

b. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari
buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah.

3.2.4 Populasi dan Sampel
3.2.4.1 Populasi
Menurut Sugiyono (2012: 61) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas: objek/subjekyang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya. sedangkan menurut Najir dalam bukunya Riduwan
(2007:37) mengatakan populasi adalah berkenaan dengan data, bukan orang atau
bendanya. Nawawi dalam bukunya Engkos Achmad Kuncoro (2012:38) bahwa,
“populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung
ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif pada karakteristik tertentu
megenai sekumpulan objek yang lengkap.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran
yang menjadi objek penelitian atau populasi merupakan objek atau subjek yang
berbeda pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan
masalah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini keseluruhan jumlah
Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang ada pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan

Gorontalo yang berjumlah 47 orang yang terdiri dari :
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Tabel 3.4
Populasi Wajib Pajak PPh 21 Fakultas Ekonomi

No Jabatan Jumlah
1. Dekan 1
2. Wakil Dekan 3
3. Ketua Prodi 2
4. Sekretaris Prodi 2
5. Dosen Manajemen 20
6. Dosen Akuntansi 18
7. Tenaga Administrasi 1

Total 47

Sumber : data bagian keuangan Fakultas Ekonomi
3.2.4.2 Sampel.
Untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasinya
secara tepat dalam hal ini tergantung oleh dua faktor metode penarikan sampel dan
ukuran sampel. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive
sampling. Metode purposive sampling  vyaitu teknik pengambilan sampel
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah
1). Responden Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang memahami
masalah perpajakan yang telah memiliki NPWP dan memahami tata cara
penghitungan pajak PPh 21.

2). Untuk Wajib Pajak dosen yaitu dosen yang tidak dalam masa studi (lanjut
studi) dan berdomisili di Kota Gorontalo.

Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan yaitu metode

purposive sampling maka dapat ditentukan jumlah sampel dalam tabel berikut ini :
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Tabel 3.5
Jumlah Penarikan Sampel berdasarkan metode purposive

No Jabatan Jumlah
1. Dekan 1
2. Wakil Dekan 3
3. Ketua Prodi 2
4. Sekretaris Prodi 2
5. Dosen Manajemen 13
6. Dosen Akuntansi 9

Total 30

3.2.5 Jenis dan Sumber Data
3.2.5.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2012) jenis data terdiri dari jenis data kuantitatif dan
data kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kuantitatif. Adalah data berupa bilangan yang nilainya berubah-ubah atau
bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah hasil kuisioner
dengan menggunakan skala likert yang disebarkan kepada responden.

2. Data kualitatif. Adalah data yang bukan merupakan data bilangan tetapi berupa
ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan serta gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini
data kualitatif adalah kondisi perusahaan/instansi pemerintahan atau sejarah
perusahaan atau instansi pemerintahan.

3.2.5.2 Sumber data

Sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
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Data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam
penelitian ini berasal dari para responden yang diperoleh dengan menggunakan
teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner/angket

Data sekunder. Data sekunder berupa data informasi penunjang penelitian.
Didapat dan diolah dari sumber interen instansi pemerintahan, maupun sumber
eksteren dari lain yang berkorelasi dan relevan yang berasal dari jurnal-jurnal,
serta publikasi hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topic pembahasan

penelitian.

3.2.5.3 Tehnik Pengumplan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pegawai Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Gorontalo, data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa

informasi-informasi tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku

dan sumber informasi lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan

prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1.

2.

Observasi, adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan
langsung atau pada objek yang diteliti, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Gorontalo.

Wawancara, adalah tehnik yang digunakan dengan cara mengajukan beberapa
pertanyaan kepada pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Gorontalo yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang terjadi.
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3. Kuesioner, adalah daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada
pimpinan dan pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.
3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan
(objektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat ukur yang valid dan
andal (reliable). Dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang
valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas
dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan objektif.
3.2.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiono (2012-109) instrumen yang valid berarti alat ukur yang
digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan
dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan
interprestasi terhadap koefisien korelasi.

Untuk pengujian validitas, peneliti menggunakan rumus korelasi Pearson

Product Moment (PPM) sebagai berikut:

(o= nIXY-(ZX)(TY)
VT (=XD)-EX)?) (nzYD)- (2Y)?)

dimana:

r = Angka Korelasi

X = Skor Pertanyaan (ke N) variabel X

Y = Skor Pertanyaan (ke N) variabel Y

XY = Skor Pertanyaan dikali skor total pertanyaan
n = jumlah responden

Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan rumus :



th _ Vyn-2
hitung Vi-r2
dimana:

t = Nilai t-hitung

r = Koefisien Korelasi hasil r hitung

n = Jumlah Responden
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Distribusi (table t) untuk a = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n - 2) kaidah

keputusan, jika, t-niung > t-taber berarti valid. Jika instrumen itu valid, maka dapat

dilihat tingkat korelasi berdasarkan indeks korelasinya (r) sebagai berikut:

Tabel 3.6
Indeks Korelasi
R Keterangan
0,800 — 1,000 Sangat tinggi
0,600 — 0,799 Tinggi
0,400 - 0,599 Cukup tinggi
0,200 — 0,399 Rendah
0,000 — 0,199 Sangat rendah

Sumber : Riduwan (2004:110)

3.2.6.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen

cukup dapat di percaya untuk di gunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang

sudah dapat di percaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat di percaya

juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengn kenyataannya, maka berapa

kalipun di ambil, tetap akan sama. Untuk nenghitung uji reliabilitas, penelitian ini
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menggunakan rumus alpha cronbach menurut Ghozali (2005:45) dengan rumus

sebagai berikut :

Keterangan :

K = Jumlah instrument pertanyaan

Y Si? = Jumlah varians dalam setiap instrumen
S = Varians keseluruhan instrument

Suatu variabel di katakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha >
0,60 (Ghozali, 2005:46). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai
reliabilitas datanya semakin terpercaya.

3.2.7 Konversi Data Ordinal ke Interval

Untuk mengukur Interval-interval tersebut akan dilakukan penyebaran
kuisioner kepada responden. Data yang terkumpul adalah data dengan skala ordinal,
sedangkan untuk menganalisis dalam penelitian ini diperlukan data dengan ukuran
skala interval.

Kemudian Harun Al-Rasyid dalam Ridwan dan Engkos Kuncoro (2006:30)
mengemukakan bahwa tehnik yang dalam transformasi scale value Dataordinal
kedata interval adalah Method Of Succesive Interval (MSI) dengan langkah-langkah
sebagai berikut :

1. Hitung Frekuensi (f) setiap skor ( 1 sampai dengan 5 ) dari responden yang
memberikan tanggapnnya
2. Hitung proporsi dengan membagi jumlah frekwensi (f) dengan jumlah n

sampel
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3. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara
berurutan setiap responden

4. Proporsi kumulatif dianggp mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya
hitung nili Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi

5. Dari nilai Z yang diketahui tersebut tentukan nilai density-nya dengan
menggunakan tabel 4 (ordinates Y the Normal Curve a Z)

6. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

(Density at lower limit)(density at upper limit)

SV (Scale) =
(area under upper limit)(density under lower limit)

Keterangan :
(Density at lower limit
(Density at upper limit
(Area under upper limit
(density under lower limit

Kepadatan Batas bawah
Kepadatan Batas atas
Daerah dibawah batas atas
Daerah dibawah batas bawah

3.2.8 Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memeroleh model regresi yang
memberikan hasil regresi yang baik yaitu Best Linier Unbiased Estimate (BLUE).
Model regresi dikatakan BLUE apabila memenuhi syarat pengujian asumsi dasar
klasik dengan metode Ordinary Least Square (OLS) diantaranya adalah data
terdistribusi secara normal, tidak terdapat autokorelasi, multikolinieritas, dan
heteroskedastisitas. Berikut ini penjelasan mengenai uji asumsi klasik tersebut

sebagai berikut :
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3.2.8.1 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis
grafik dan uji statistik. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik dengan
Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2009).
3.2.8.2 Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2009). Untuk
mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dengan melihat
nilai tolerance dan lawannya nilai Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model
regresi yang terdapat multikolinearitas apabila nilai tolerance < 0,10 atau sama

dengan nilai VIF > 10.

3.2.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi
yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas
(Ghozali, 2009). Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas, pada

penelitian ini diuji dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel
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dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan
keputusan dalam mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah sebagai
berikut (Ghozali, 2009): 1.) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas; 2.) Jika ada
pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu

Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3.2.9 Metode Analisis Data

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier
berganda yang diolah dengan menggunakan software SPSS 21. Metode ini
digunakan untuk mengukur pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak dan
Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Y = o+ B1X1+P2X2 +¢

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak
a = Konstan

B1l.. B2 = Koefisien Regresi

X1 = Kesadaran Wajib Pajak
X2 = Pelayanan Fiskus

e = Koefisien Pengganggu

3.2.10 Pengujian Hipotesis

3.2.10.1 Analisis determinasi (R?)
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Analisi determinasi dalam regresi linier digunakan untuk mengetahui
persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama
terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase
variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan

variasi variabel dependen. Rumus yang digunakan yaitu:

B (ryxq1)? + (ryx2)? — 2.(ryxy). (ryxz). (rx1x2)

R? -
1 — (rx;X,)>2

Jika R? sama dengan 0 (nol) maka tidak ada sedikitpun persentase
sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel
dependen. Jika R? sama dengan 1 (satu) maka persentase sumbangan pengaruh
yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna.
3.2.10.2 Uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F)

Uji F akan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara
bersama-sama terhadap variabel dependen apakah memiliki pengaruh yang
signifikan atau dengan kata lain untuk mengetahui apakah model regresi dapat

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

R%/k

F hitung = (n—R2)/(n—K—-1)

Untuk membuktikan hipotesis ini maka akan dilakukan dengan cara
membandingkan nilai F hitung dengan F tabel yaitu jika F hitung > F tabel atau jika
nilai Sig. < 0,05 maka hipotesis akan diterima (ada pengaruh secara bersama-sama

variabel bebas terhadap variabel terikat). Jika F hitung < F tabel atau nilai Sig. >
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0,05 maka hipotesis ditolak (tidak ada pengaruh secara bersama-sama variabel
bebas terhadap variabel terikat).
3.2.10.3 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (uji t)

Uji ini untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan rumus :

rWn—kK—1

t hitung = =
V1 -—r?

Jika t hitung > t tabel atau nilai Sig. < 0,05 maka Ha diterima (ada pengaruh
secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat), Jika t hitung < t tabel atau
nilai Sig. < 0,05 maka Ha ditolak (tidak ada pengaruh secara parsial variabel bebas
terhadap variabel terikat).

3.2.11 Jadwal Kegiatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari tanggal

20 Nopember 2019 sampai dengan 31 Januari 2020, terinci sebagai berikut :

November Desember Januari
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Kegiatan
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Pengumpulan Data

Pengumpulan Referensi

Penyusunan Proposal

Persiapan Proposal

Revisi Proposal

Penyusunan Skripsi
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Persiapan Skripsi




BAB IV
GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Universitas Ichsan Gorontalo didirikan pada tahun 2001 dengan SK
Mendiknas N0:84/D/O/2001. Sebelumnya Universitas Ichsan Gorontalo Pada
awal mula berdirinya Universitas Ichsan Gorontalo, hanya menempati sebuah
bangunan kecil yang terletak di sebelah selatan pasar sentral Gorontalo, namun
seiring dengan perkembangannya, Universitas Ichsan Gorontalo telah memiliki
dan menempati kampus sendiri di Jalan Raden Saleh No. 17. Hingga saat ini
Universitas Ichsan Gorontalo terus meningkatkan kualitas pendidikannya dengan
tidak henti-hentinya mengadakan penambahan Dosen maupun pegawai demi
meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa.

Saat ini, Universitas Ichsan telah menaungi 6 Fakultas yakni Fakultas llmu
Komputer, Fakultas IImu Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas
Sospol dan Fakultas Pertanian dengan Program Studi sebanyak 11 Prodi. Jumlah
dosen di Universitas Ichsan Gorontalo sekarang kurang lebih 135 dosen dengan
jumlah staff sebanyak 45 orang.

4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Analisis Deskriptif Objek Penelitian

Untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasinya

secara tepat dalam hal ini tergantung oleh dua faktor metode penarikan sampel dan

ukuran sampel. Penarikan sampel dilakt g dengan menggunakan purposive
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sampling. Metode purposive sampling  vyaitu teknik pengambilan sampel
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah
1). Responden Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang memahami
masalah perpajakan yang telah memiliki NPWP dan memahami tata cara
penghitungan pajak PPh 21.
2). Untuk Wajib Pajak dosen yaitu dosen yang tidak dalam masa studi (lanjut
studi) dan berdomisili di Kota Gorontalo.
Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan yaitu metode
purposive sampling maka dapat ditentukan jumlah sampel dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penarikan Sampel berdasarkan metode purposive

No Jabatan Jumlah

1. Dekan 1

2. Wakil Dekan 3

3. Ketua Prodi 2

4. Sekretaris Prodi 2

5. Dosen Manajemen 13

6. Dosen Akuntansi 9
Total 30

Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan vyaitu metode
purposive sampling maka dapat ditentukan jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.2
Jumlah Penarikan Sampel berdasarkan metode purposive

NO JABATAN JUMLAH
1. Jumlah sampel Wajib Pajak di Fakultas Ekonomi 30
2. Jumlah sampel yang tidak dikembalikan 2
Sampel yang digunakan 28
3 Sampel yang dikeluarkan (Outlier) 2
Jumlah sampel yang diolah 26

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel-variabel Penelitian

Analisis deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan
ringkasan data-data penelitian mengenai setiap indikator dari variabel-variabel
yang diteliti. Tanggapan responden dibuatkan tabel yang berisi perhitungan nilai
frekuensi, skor, dan persentase tiap skor. Selanjutnya keseluruhan skor dijumlahkan
dan dianalisis kategorinya. Penentuan nilai kategori terlebih dahulu dihitung
rentang skala sebagai berikut:

Bobot terendah x Item x Jumlah Responden : 1 x 1 X 26 = 26

Bobot tertinggi x Item x Jumlah Responden : 5x 1 x 26 =130
Selanjutnya hasil perhitungan tersebut akan di intervalkan dalam bentuk rentang
skalanya yaitu :

Rentang skala : 130 — 26 = 20,80 dibulatkan menjadi 21
5



Tabel 4.3
Skala Pengukuran Jawaban Responden

No Rentang Kategori

1 26 — 47 Sangat Rendah
2 48 — 69 Rendah

3 70-91 Sedang

4 92 -113 Tinggi

5 114 - 130 Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan dengan Ms-Excel

4.2.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

o1

Berdasarkan hasil tabulasi item pernyataan yang dilakukan terhadap variabel

Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)
BOBOT Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 Pernyataan 4
KOTEGORI F | SKOR % F | SKOR % F | SKOR % F | SKOR %

5 17 85| 6538 | 12 60 | 46.15 | 14 70 | 53.85 | 17 85| 65.38
4 9 36 | 3462 | 12 48 | 46.15 | 11 44 | 4231 9 36 | 34.62
3 0 0 0.00 2 6 7.69 1 3 3.85 0 0 0.00
2 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
JUMLAH 26 121 | 100.00 | 26 114 | 100.00 | 26 117 | 100.00 | 26 121 | 100.00

KATEGORI Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Sumber : Data olahan dengan Ms-Excel

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh item

kuesioner yang berjumlah 4 item responden secara rata-rata memberikan tanggapan

tentang Kesadaran Wajib Pajak (X1) adalah sangat tinggi artinya rata-rata

responden memberikan jawaban sangat setuju. Pernyataan 1 tentang pajak

merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk pembangunan dari 26 responden 17
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responden meberikan tanggapan sangat setuju dan 9 responden menjawab setuju.
Pernyataan 2 tentang pajak digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan
tungsi dan tugas pemerintah 12 responden menjawab sangat setuju, 12 menjawab
setuju dan terdapat 2 responden menjawab ragu-ragu. Pernyataan 3 tentang pajak
merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar di mana 14 responden
menjawab sangat setuju, 11 responden menjawab setuju dan terdapat 1 responden
yang menjawab ragu-ragu. Pernyataan 4 tentang membayar pajak merupakan
kewajiban warga negara di mana 17 responden menjawab sangat setuju, dan 11
responden menjawab setuju.

4.2.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
Berdasarkan hasil tabulasi item pernyataan yang dilakukan terhadap variabel

Pelayanan Fiskus sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
BOBOT Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 Pernyataan 4
KOTEGORI F | SKOR % F | SKOR % F | SKOR % F | SKOR %
5 4 20 | 15.38 4 20 | 15.38 3 15| 1154 9 45 | 34.62
4 13 52 | 50.00 | 13 52 | 50.00 | 12 48 | 46.15 | 14 56 | 53.85
3 9 27 | 34.62 8 241 30.77 | 11 33| 4231 3 9| 1154
2 0 0 0.00 1 2 3.85 0 0 0.00 0 0 0.00
1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
JUMLAH 26 99 | 100.00 | 26 98 | 100.00 | 26 96 | 100.00 | 26 110 | 100.00
KATEGORI Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Sumber : Data olahan dengan Ms-Excel

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh item
kuesioner yang berjumlah 4 item responden secara rata-rata memberikan tanggapan
tentang Pelayanan Fiskus (X2) adalah tinggi artinya rata-rata responden

memberikan jawaban setuju. Pernyataan 1 tentang petugas fiskus telah melakukan
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pelayanan pelayanan pajak dengan baik dari 26 responden 4 responden
memberikan tanggapan sangat setuju, 13 responden menjawab setuju, dan 9
responden memberikan jawaban ragu-ragu. Pernyataan 2 tentang Petugas fiskus
telah membantu pemahaman wajib pajak 4 responden menjawab sangat setuju, 13
menjawab setuju, 8 responden menjawab ragu-ragu dan terdapat 1 responden
menjawab tidak setuju. Pernyataan 3 tentang petugas pajak senantiasa
memperhatikan keberatan atas pajak yang dikenakan di mana 3 responden
menjawab sangat setuju, 12 responden menjawab setuju dan terdapat 11 responden
yang menjawab ragu-ragu. Pernyataan 4 tentang cara membayar pajak sangat
mudah di mana 9 responden menjawab sangat setuju, 14 responden menjawab
setuju, dan 3 responden menjawab ragu-ragu

4.2.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil tabulasi item pernyataan yang dilakukan terhadap variabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Deskripsi Item Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak ()

BOBOT PERTANYAAN 1 PERTANYAAN 2 PERTANYAAN 3 PERTANYAAN 4
KOTEGORI | F | SKOR % F | SKOR % F | SKOR % F | SKOR %
5 5 25| 19.23 9 45 | 34.62 8 40 | 30.77 8 40 | 30.77
4 12 48 | 46.15 | 15 60 | 57.69 | 12 48 | 46.15 | 13 52 | 50.00
3 8 24 | 3077 | 2 6 769 | 6 18 | 23.08| 5 15 | 19.23
2 1 2 3.85 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
1 0 0 0.00| O 0 0.00| O 0 000 | O 0 0.00
JUMLAH 26 99 | 100.00 | 26 111 | 100.00 | 26 106 | 100.00 | 26 107 | 100.00
KATEGORI Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Sumber : Data olahan dengan Ms-Excel
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Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh item
kuesioner yang berjumlah 4 item responden secara rata-rata memberikan tanggapan
tentang Kesadaran Wajib Pajak (YY) adalah tinggi artinya rata-rata responden
memberikan jawaban setuju. Pernyataan 1 tentang pemahaman ketentuan dan
Undang-undang perpajakan dari 26 responden 5 responden memberikan tanggapan
selalu memahami, 12 responden menjawab sering memahami, dan 8 responden
memberikan jawaban kadang-kadang dipahami, serta terdapat 1 responden
memberikan tanggapan jarang dipahami. Pernyataan 2 tentang pengisian formulir
pajak 9 responden menjawab selalu mengisi dengan benar, 15 responden menjawab
sering mengisi dengan benar, 2 responden menjawab kadang-kadang mengisi
dengan bernar. Pernyataan 3 tentang mengisi pajar terutang dengan benar di mana
8 responden menjawab selalu mengisi dengan benar, 12 responden menjawab
sering menghitung dengan benar dan terdapat 6 responden yang menjawab kadang-
kadang menghitung dengan benar. Pernyataan 4 tentang membayar pajak tepat
waktu di mana 8 responden menjawab selalu tepat waktu, 13 responden menjawab
sering tepat waktu, dan 5 responden menjawab kadang-kadang tepat waktu.

4.2.3 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun
dalam bentuk kuesioner (angket) dapat digunakan untuk mengukur apa yang
hendak diukur secara tepat. Validitas suatu instrumen akan menggambarkan tingkat
kemampuan alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi
sasaran pokok pengukuran. Dengan demikian permasalahan validitas instrumen

akan menunjukkan pada mampu tidaknya instrumen tersebut untuk mengukur objek
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yang diukur. Apabila instrumen tersebut mampu untuk mengukur apa yang diukur,
maka disebut valid, dan sebaliknya apabila tidak mampu untuk mengukur apa yang
diukur, maka dikatakan tidak valid.

Terdapat tiga variabel penelitian yang akan dilakukan pengujian validitas
yaitu; variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), variabel Pelayanan Fiskus (X2), dan
variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil pengujian validitas ketiga variabel
tersebut dapat diuraikan dibawah ini.

1). Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)
Hasil pengujian validitas item pernyataan variabel Kesadaran Wajib Pajak

(X1) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut

ini
Tabel 4.7
Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)
ITEM KOEFISIEN NILAI NILAI KETERANGAN
KUESIONER | KORELASI | THITUNG | TTABEL
X1.1 0.690 4.86 2.056 Valid
X1.2 0.755 5.87 2.056 Valid
X1.3 0.716 5.23 2.056 Valid
X14 0.524 3.14 2.056 Valid

Sumber : Hasil Olahan SPSS 17

Berdasarkan tabel di atas seluruh item kuesioner koefisien korelasi bernilai
positif dan nilai t hitung > (lebih besar) dari nilai t tabel sehingga hasil ini
menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

yang digunakan tersebut adalah valid.
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2). Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
Hasil pengujian validitas item pernyataan variabel Pelayanan Fiskus (X2)

dengan menggunakan koefisien korelasi pearson dalam diuraikan dalam tabel

berikut ini
Tabel 4.8
Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus (X2)
ITEM KOEFISIEN NILAI NILAI KETERANGAN
KUESIONER KORELASI T HITUNG T TABEL
X2.1 0.747 5.73 2.056 Valid
X2.2 0.768 6.11 2.056 Valid
X2.3 0.691 4.87 2.056 Valid
X2.4 0.721 5.31 2.056 Valid

Sumber : Hasil Olahan SPSS 17

Berdasarkan tabel di atas seluruh item kuesioner koefisien korelasi bernilai
positif dan nilai t hitung > (lebih besar) dari nilai t tabel sehingga hasil ini
menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner variabel Pelayanan Fiskus (X2) yang
digunakan tersebut adalah valid.

3). Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ()
Hasil pengujian validitas item pernyataan variabel kepatuhan membayar

pajak (Y) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel

berikut ini
Tabel 4.9
Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
ITEM KOEFISIEN NILAI NILAI KETERANGAN
KUESIONER KORELASI THITUNG | T TABEL
Y.1 71 6.17 2.056 Valid
Y.2 .689 4.85 2.056 Valid
Y.3 .700 5.00 2.056 Valid
Y.4 .670 4.60 2.056 Valid

Sumber : Hasil Olahan SPSS 17
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Berdasarkan tabel di atas seluruh item kuesioner koefisien korelasi bernilai
positif dan nilai t hitung > (lebih besar) dari nilai t tabel sehingga hasil ini
menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner variabel Kepatuhan Membayar Pajak
(YY) yang digunakan tersebut adalah valid.

4.2.4 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggambarkan pada keandalan alat ukur yang
digunakan. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau dapat
dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan dan dapat
digunakan untuk meramalkan. Dengan demikian alat ukur tersebut akan
memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan memberikan hasil
yang serupa apabila digunakan berulang-ulang.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Koefisien
cronbach’s alpha yang lebih besar dari nilai r tabel yang ditetapkan atau jika nilai
alpha lebih besar dari 0,60 maka disebut reliabel. Hal ini menunjukkan keandalan
instrumen. Selain itu, cronbach’s alpha yang semakin mendekati 1 menunjukkan
semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat

pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Koefisien Alpha | Nilai Alpha | Keterangan
1. | Kesadaran Wajib Pajak 0.893 0.60 Reliabel
2. | Pelayanan Fiskus 0.894 0.60 Reliabel
3 | Kepatuhan Wajib Pajak 0.875 0.60 Reliabel

Sumber : Hasil Olahan Data dengan SPSS 17
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Berdasarkan tabel di atas semua variabel yang diuji yaitu Kesadaran Wajib
Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah reliabel
karena koefisien alpha > (lebih besar) dari batas nilai alpha yang ditetapkan yaitu
0,60.

4.3. Uji Asumsi Klasik
4.3.1. Uji Normalitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan normalitas data
dengan analisis grafik histogram pada gambar 4.1. menunjukkan pola gambar dari
grafik yang tidak terlalu menceng kekanan atau menceng kekiri yang menunjukkan

pola distribusi data tersebut adalah normal.

Histogram

Dependent Variable: Y
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N6

i

Frequency

\

E-£15 K

. T

|

Regression Standardized Residual

Gambar 4.2

Pengujian Normalitas dengan Grafik Histogram
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Uji normalitas ini selanjutnya dapat dibuktikan dengan uji normal probability
plot residual pada gambar 4.2. Gambar tersebut menunjukkan bahwa data telah
terdistribusi secara normal di mana terlihat garis observasi mendekati dan

mengikuti arah garis diagonalnya.

MNormal P-P Plot of Regression Standardized
Residual

Dependent Variable: Y
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Gambar 4.3.
Pengujian Grafik Normal P-P Plot

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini berdasarkan pada model regresi penelitian apakah ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi seharusnya tidak
terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan melihat
nilai tolerance, dan lawannya nilai variance inflation factor (VIF).
Multikolonieritas diuji dengan cara membandingkan nilai tolerance dan variance
inflation factor (VIF). Multikolonieritas terjadi apabila nilai tolerance < 0.10 dan

nilai VIF > 10.
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Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa persamaan regresi
telah lolos uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance tidak ada yang di

bawah 0.10 dan nilai VIF tidak ada yang di atas 10. Sebagaimana tabel 4.4 dibawah

ini.
Tabel 4.11
Pengujian multikolinieritas.
Variabel Tolerance VIF
Kesadaran Wajib Pajak 0.811 1.233
Kepatuhan Wajib Pajak 0.811 1.233

Sumber : Hasil Olahan Data dengan SPSS 17

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan cara, yaitu dengan melihat
grafik plot untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.

Hasil uji asumsi homoskedastisitas dengan uji grafik dapat dilihat pada grafik
scatterplots yang menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas
(homoskedastisitas), hal ini nampak di mana titik-titik observasi tersebar secara

acak di sekitar titik nol pada sumbu Y.
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Scatterplot

Dependent Variable: Y
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Gambar 4.4

Hasil pengujian scatterplots

4.4 Analisis Regresi dan Hasil Pengujian Hipotesis
4.4.1 Analisis Regresi
Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak (X1)

dan Pelayanan Fiskus (X2) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (YY) pada wajib pajak penghasilan di Fakultas Ekonomi
Universitas Ichsan Gorontalo. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan
program SPSS 17 dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi berganda.
4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis
1). Hasil Uji Koefisien Regresi secara Bersama-sama (uji F)

Pengujian bersama-sama atau simultan adalah untuk mengetahui pengaruh

variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel
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dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian F test. Pengujian
ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikansi pada tabel anova
dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu alfa (a) 0.05 (5%). Jika nilai sig <
dari nilai alfa 0.05 maka hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknay jika nilai sig
> dari nilai alfa 0.05 maka hipotesis di tolak. Berikut ini disajikan tabel anova hasil
olahan statistik sebagai berikut :

Tabel 4.12

Pengujian Hipotesis Simultan

ANOVAP
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 77.618 2 38.809 9.807 .0012
Residual 91.015 23 3.957
Total 168.632 25

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 17

Berdasarkan tabel 4.4 anova di atas nilai F tabel sebesar 9.807 dengan nilai
sig sebesar 0.001 (0,01%) hasil tersebut menunjukkan bahwa secara statistik model
tersebut adalah signifikan karena nilai sig pada tabel anova sebesar 0.001 < dari
nilai o yaitu 0.05 (5%). Hasil ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel
independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga
hipotesis pertama dapat diterima.

2. Analisis Determinasi (R?)
Koefisien determinasi digunakan untuk menguji ketepatan dari model regresi,

yaitu besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
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Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa nilai R? adalah sebesar 0,460 atau
46%. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel independen secara
bersama-sama (simultan) yang terdiri dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)
dan Pelayanan Fiskus (X2) yang dapat disumbangkan untuk perubahan variasi
variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak () sebesar 0,460 atau 46%, sedangkan
sisanya sebesar 0,540 atau 54% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Hasil

ini adalah termasuk dalam kategori rendah.

Tabel 4.13
Pengujian R?

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson

1 6782 460 413 1.98926 2.592

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 17

3. Hasil Pengujian parsial (Uji T)

Pengujian parsial ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen
secara parsial memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian
secara parsial ini digunakan uji-t. Hasil perhitungan statistik pada pengujian parsial

ditunjukkan pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.14

Pengujian hipotesis parsial

Coefficients?

Unstandardized Standardized Collinearity
Coefficients Coefficients Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1  (Constant) 2.027 2.040 .994 331
X1 .502 .203 420 2.469 .021 .811| 1.233
X2 371 .165 .381 2.239 .035 .811| 1.233

a. Dependent Variable: Y
Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 17

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan cara membandingkan nilai sig
pada tabel coefisien dengan nilai alfa yang ditetapkan yaitu 5%. Apabila nilai sig
lebih kecil dari nilai alfa maka hipotesis diterima. Apabila nilai sig lebih besar dari
nilai alfa maka hipotesis ditolak.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) berdasarkan tabel di atas menunjukkan
nilai sig 0,021 (2,1%). Hasil tersebut jika dibandingkan dengan nilai a sebesar 0,05
(5%) masih lebih kecil nilai sig tersebut sehingga variabel Kesadaran Wajib Pajak
(X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena
nilai sig pada tabel coefficients < dari nilai a 5%, dengan demikian hipotesis kedua
yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (YY) di terima.

Variabel Pelayanan Fiskus (X2) berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai
sig pada tabel koefisien sebesar 0,035 (3,5%). Hasil tersebut jika dibandingkan
dengan nilai o sebesar 0,05 (5%) masih lebih kecil nilai sig sehingga variabel
Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Y) karena nilai sig < dari nilai a 5%. Dengan demikian hipotesis ketiga yang
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menyatakan Pelayanan Fiskus (X2) secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak () dapat diterima.

Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis pengaruh variabel

Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Pelayanan Fiskus (X2) terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak () dapat dijelaskan dalam model persamaan regresi berganda sebagai

berikut:

Y =2,027 + 0,502X1 + 0,371X2 + 0,540¢

Berdasarkan model persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1.

Angka konstan dari Unstandardized Coefficient adalah sebesar 2,027. Angka
ini memiliki makna jika tidak ada penambahan Kesadaran Wajib Pajak (X1)
dan Pelayanan Fiskus (X2), maka jumlah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah
sebesar 2,027.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Arah koefisien
positif sebesar 0,502 atau 50,2%. Nilai tersebut bermakna jika kesadaran
wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar
50,2%.

Variabel Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (). Arah koefisien positif sebesar
0,371 atau 37,1%. Nilai tersebut bermakna jika pelayanan fiskus lebih

ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 37,1%.
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4.  Nilai error term sebesar 0,540 (54%) menunjukkan besarnya pengaruh
variabel lain diluar model yang turut memengaruhi variabel utama kepatuhan
wajib pajak.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Penetapan NJOP (X1), dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan
berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak ().

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kontribusi variabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pelayanan Fiskus (X2) secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak () pada Wajib
Pajak di Fakultas Ekonomi Universitas Inchsan Gorontalo. Berdasarkan hasil
tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Besarnya pengaruh
secara simultan sebesar 0,460 atau 46% nilai ini termasuk dalam kategori cukup
tinggi (Riduwan, 2004). Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa peran variabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pelayanan Fiskus (X2) terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo sudah baik
jika dilihat dari sisi kesadaran wajib pajak. Sedangkan dari sisi pelayanan fiskus
masih perlu ditingkatkan lagi secara maksimal untuk mencapai tingkat kepatuhan
membayar pajak ().

Hasil ini terlihat di mana kontribusi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)
menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak
sebesar 0,502 atau 50,20%. Sedangkan untuk variabel Pelayanan Fiskus (X2)
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

sebesar dengan nilai yang lebih kecil yaitu 0,371 atau hanya sebesar 37,10%.
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko A.
Nugroho, (2006), yang menemukan bahwa sikap  wajib pajak terhadap
pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap
wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Hasil penelitian
Arum Harjanti Puspa, (2012) juga mengemukakan hal yang sama yaitu kesadaran
wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Wilayah Cilacap.

4.5.2 Kesadaran Wajib Pajak (X1) Secara Parsial Berpengaruh Positif dan

Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ().

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak
(X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
membayar pajak. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis kedua yang
menyatakan Kesadaran Wajib Pajak (X1) secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Wajib Pajak di lingkungan
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo diterima. Besarnya pengaruh
variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar
50,20%. Nilai tersebut lebih dominan dibandingkan dengan variabel Pelayanan
Fiskus (X2). Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak PPh 21 yang ada di
lingkungan Fakultas Ekonomi telah memiliki kesadaran dalam memenuhi
kewajiban pajak yang terutang.

Analisis data deskriptif tanggapan responden menunjukkan nilai rata-rata dari

empat item pernyataan dengan kategori sangat tinggi, artinya secara rata-rata
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responden memberikan tanggapan sangat setuju dan memiliki kesadaran yang
tinggi sebagai wajib pajak. Analisis tanggapan responden pada pernyataan pertama
tentang pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk biaya pembangungan
terdapat 17 responden memberikan tanggapan sangat setuju, dan 9 responden
memberikan jawaban setuju.

Item pernyataan kedua tentang pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan
untuk dana pengeluran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah terdapat 12
orang menjawab sangat setuju, 12 orang menjawab setuju dan 2 orang menjawab
ragu-ragu. Item pernyataan ketiga tentang Pajak adalah merupakan sumber
penerimaan negara yang terbesar, 14 orang menjawab sangat setuju, 11 orang
menjawab setuju dan 1 orang menjawab ragu-ragu. ltem pernyataan keempat
tentang membayar pajak adalah merupakan kewajiban saya sebagai warga negara
indonesia, 17 orang menjawab sangat setuju, dan 9 orang menjawab setuju.

Melihat hasil tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa pemahaman
responden yang berkaitan dengan kesadaran mereka tentang pajak sudah sangat
baik. Artinya responden sepenuhnya telah menyadari posisi mereka sebagai wajib
pajak yang turut berkontribusi terhadap pembagunan nasional, serta memahami
posisi mereka sebagai wajib pajak yang taat untuk membayar pajak.

Hasil penelitian yang yang menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib
Pajak (X1) adalah variabel dominan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
tingkat kesadaran wajib pajak dosen dilingkungan fakultas ekonomi Universitas
Ichsan Gorontalo sudah sangat tinggi. Wajib pajak yang notabene adalah berprofesi

sebagai dosen telah memahami sepenuhnya tentang ketentuan perpajakan dalam
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Undang-undang perpajakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Pengisian
formulir pajak baik secara manual maupun dengan menggunakan sistem perpajakan
juga telah dipahami meskipun masih terdapat beberapa responden 7,69% yang
memberikan tanggapan kadang-kadang mengisi formulir tersebut dengan benar.
Penghitungan jumlah pajak penghasilan yang terutang juga telah dipahami oleh
responden meskipun masih terdapat seorang responden yang memberikan
tanggapan kadang-kadang menghitung dengan benar. Demikian pula halnya dengan
pembayaran pajak terutang telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori pembelajaran sosial dalam
penelitian ini di mana teori ini mengemukakan bahwa seseorang akan taat membayar
pajak tepat pada waktunya, jika melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya,
apabila hasil dari pemungutan pajak tersebut telah memberikan kontribusi nyata pada
pembangunan di daerahnya. Para wajib pajak akan sadar karena manfaat yang sangat
besar yang mereka rasakan apabila pajak tersebut dibayar karena pajak tersebut akan
digunakan untuk pembangunan nasional yang telah meraka rasakan sendiri.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Jatmiko (2006) yaitu sikap wajib
pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Para wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Semarang
telah memahami dan memiliki kesadaran yang tinggi tentang pajak dan pada
akhirnya mematuhi untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur.
Hal yang senada diungkapkan dalam penelitian Arum Harjanti Puspa, (2012) bahwa
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak yang ada di KPP Pratama Cilacap.
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4.5.3 Pelayanan Fiskus (X2) Secara Parsial Berpengaruh Positif dan

Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ()

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel
pelayanan yang dilakukan oleh fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dengan arah koefisien positif sebesar 0,371. Berdasarkan hasil tersebut
maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus (X2) secara
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
pada Wajib Pajak di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo
dapat diterima. Besarnya pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 37,10%. Nilai tersebut lebih kecil atau
bukan merupakan variabel yang dominan dalam penelitian ini jika dibandingkan
dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1). Hasil tersebut menunjukkan bahwa
wajib pajak PPh 21 yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi belum sepenuhnya
setuju dengan bentuk pelayanan terbaik yang dilakukan oleh petugas fiskus
dilingkungan Kantor Pajak Gorontalo dalam menumbuhkan kesadaran dalam
memenuhi kewajiban pajak yang terutang.

Analisis data deskriptif tanggapan responden menunjukkan nilai rata-rata dari
empat item pernyataan dengan kategori tinggi, artinya secara rata-rata responden
memberikan tanggapan setuju dengan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh
petugas fiskus. Namun demikian masih terdapat responden juga yang memberikan
tanggapan ragu-ragu bahkan ada juga responden yang memberikan tanggapan tidak

setuju dengan pelayanan terbaik yang sudah dilakukan oleh petugas fiskus.
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Analisis tanggapan responden pernyataan pertama tentang apakah petugas
fiskus telah melakukan atau memberikan pelayanan pajak dengan baik (pelayanan
prima) terhadap wajib pajak terdapat 4 responden memberikan tanggapan sangat
setuju, dan 13 responden memberikan jawaban setuju, dan masih ada 9 responden
yang memberikan tanggapan ragu-ragu. Hasil tanggapan responden menunjukkan
masih terdapat responden yang ragu-ragu dengan bentuk pelayanan yang telah
diberikan oleh petugas fiskus menunjukkan bahwa pelayanan harus lebih
ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk
membayar pajak.

Item pernyataan kedua tentang penyuluhan yang dilakukan oleh petugas
pajak apakah telah membantu pemahaman wajib pajak mengenai hak dan
kewajiban mereka dalam membayar pajak, terdapat 4 orang menjawab sangat
setuju, 13 orang menjawab setuju dan 8 orang menjawab ragu-ragu, dan 1 orang
menjawab tidak setuju. Masih terdapat 8 responden menjawab ragu-ragu dan 1
orang tidak setuju menunjukkan bahwa petugas fiskus harus lebih meningkatkan
lagi penyuluhan kepada wajib pajak. Karena meskipun informasi tentang tata cara
perpajakan telah tersedia dalam situs online namun pada kenyataannya masih
terdapat wajib pajak yang belum paham sepenuhnya.

Item pernyataan Kketiga tentang apakah petugas fiskus senantiasa
memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan, 3 orang
menjawab sangat setuju, 12 orang menjawab setuju dan 11 orang menjawab ragu-

ragu. Masih terdapat 11 responden yang menjawab ragu-ragu menunjukkan bahwa



72

petugas fiskus harus lebih memperhatikan lagi keberatan-keberatan yang diajukan
oleh wajib pajak.

Item pernyataan keempat tentang apakah cara membayar dan melunasi pajak
sangat mudah dilakukan, 9 orang menjawab sangat setuju, 14 orang menjawab
setuju dan 3 orang menjawab ragu-ragu. Masih terdapat 3 responden yang
menjawab ragu-ragu menunjukkan bahwa petugas fiskus harus lebih proaktif lagi
dalam mensosialisasikan tata cara pembayaran pajak melalui online karena pada
kenyataaannya masih terdapat wajib pajak yang enggan untuk melakukan proses
tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak fiskus dalam hal ini petugas
pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Gorontalo perlu
meningkatkan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajak khususnya pada Wajib
Pajak yang ada di Universitas Ichsan Gorontalo sehingga diharapkan timbul
kepatuhan para Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak yang terutang. Hal
yang perlu diperhatikan oleh petugas fiskus adalah melakukan penyuluhan kepada
wajib pajak tentang tentang tata cara pengisian formulir pajak baik secara manual
maupun secara online serta memperhatikan keberatan yang disampaikan oleh wajib
pajak.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan teori pembelajaran sosial yang
dikemukakan dalam penelitian ini. Teori ini menyebutkan bahwa seseorang akan
patuh dalam membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap bentuk

pelayanan pajak yang diberikan. Dengan kata lain bahwa pelayanan yang baik oleh
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petugas fiskus dalam sistem pelayanan pajaknya akan mendorong wajib pajak untuk
taat dan patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006)
yaitu sikap wajib pajak terhadap pelayanan oleh petugas fiskus berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota
Semarang. Hal yang sama diungkapkan dalam penelitian Arum Harjanti Puspa,
(2012) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Cilacap. Pelayanan yang baik yang
dilakukan oleh petugas fiskus yang memberikan dampak yang besar terhadap

kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah

Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Pelayanan Fiskus (X2), secara simultan dan

parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 (Y) di Universitas

Ichsan Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan

menggunakan metode pendekatan survey dengan teknik analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1). Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pelayanan Fiskus (X2) secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21
(YY) sebesar 46% dan sisanya sebesar 54% dipengaruhi oleh variabel lain
diluar model. Dengan demikian hipotesis pertama Kesadaran Wajib Pajak
(X1) dan Pelayanan Fiskus (X2) secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 dapat di terima.

2). Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan kontribusi sebesar 50,20%. Dengan
demikian hipotesis kedua Kesadaran Wajib Pajak (X1) secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak di

terima.
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Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21
(Y), besarnya kontribusi 37,10%. Dengan demikian hipotesis ketiga
Pelayanan Fiskus (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 () diterima.

Saran

Pihak Kampus Universitas Ichsan Gorontalo dapat bekerja sama dengan
pihak KPP Pratama Gorontalo untuk melakukan penyuluhan tentang
perpajakan sehingga akan meningkatkan pemahaman bagi wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban pajaknya.

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain
diluar model yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21, seperti ,

Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak.
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Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr.(1)........coovvviiiiinan..
Di.

Gorontalo.-

Hal : Pemohonan Pengisian Kuesioner

Saya yang bertanda tangan dibawah, sedang melaksanakan penelitian dalam
rangka penyusunan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan
Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 Pada
Wajib Pajak Fakulas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo”

Oleh karena itu kami mohon kesediaan Bapak/lbu/Saudara untuk dapat
mengisi/menjawab daftar pertanyaan yang terlampir. Untuk lebih meyakinkan
Bapak/Ibu/Saudara (i) perlu kami informasikan bahwa penelitian ini semata-mata
untuk tujuan pengembangan ilmu khususnya Akuntansi dan sebagai syarat dalam
penyelesaian studi pada Program Strata Satu (S-1) Universitas Ichsan Gorontalo.
Semua data dan informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya.

Atas perkenan Bapak/lbu/Saudara, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya.
Gorontalo, ............. 2020
Hormat Saya

Miranti Muraham
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Petunjuk Pengisian Angket

1.

2.

Mohon diisi oleh Bapak/lbu untuk menjawab seluruh pernyataan yang
telah disediakan

Berilah tanda Silang (X) pada kolom yang tersedia dan dipilih sesuai
keadaan yang sebenarnya

Dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini, tidak ada jawaban yang
salah. Oleh sebab itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.
Pilihan jawaban adalah sebagai berikut :

Pilihan Bobot

Sangat Setuju/Selalu (sangat positif)

Setuju/Sering (positif)

Ragu — ragu/Kadang- kadang (netral)

Tidak Setuju/Jarang (negatif)

=N W B~ ol

Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah (sangat negatif)

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

1.

Pajak adalah merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk biaya
pembangungan.

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Ragu-ragu

d. Tidak setuju

e. Sangat tidak setuju

Pajak adalah merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk dana
pengeluran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Ragu-ragu

d. Tidak setuju

e. Sangat tidak setuju

Pajak adalah merupakan sumber penerimaan nerara yang terbesar.

a. Sangat setuju

b. Setuju

¢. Ragu-ragu

d. Tidak setuju
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| e. Sangat tidak setuju

Membayar pajak adalah merupakan kewajiban saya sebagai warga negara
indonesia.

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Ragu-ragu

d. Tidak setuju

e. Sangat tidak setuju

Pelayanan Fiskus (X2)

1.

Petugas Pajak telah melakukan pelayanan pajak dengan baik.

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Ragu-ragu

d. Tidak setuju

e. Sangat tidak setuju

Penyuluhan oleh petugas pajak telah membantu pemahaman saya mengenai
hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Ragu-ragu

d. Tidak setuju

e. Sangat tidak setuju

Petugas Pajak senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang
dikenakan.

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Ragu-ragu

d. Tidak setuju

e. Sangat tidak setuju

Cara membayar dan melunasi pajak sangat mudah dilakukan.

a. Sangat setuju

b. Setuju
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c. Ragu-ragu

d. Tidak setuju

e. Sangat tidak setuju

Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (Y)

1

Ketentuan tentang perpajakan dalam Undang-undang perpajakan yang telah
dikeluarkan oleh Pemerintah

a. Selalu saya pahami dengan benar

b. Sering saya pahami dengan benar

c. Kadang-kadang saya pahami dengan benar

d. Jarang saya pahami dengan benar

e. Tidak pernah saya pahami dengan benar

Pengisian formulir pajak baik secara manual maupun dengan menggunakan
sistem perpajakan.

a. Selalu mengisinya dengan benar

b. Sering mengisinya dengan benar

c. Kadang-kadang mengisinya dengan benar

d. Jarang mengisinya dengan benar

e. Tidak pernah mengisinya dengan benar

Dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang,

a. Selalu saya menghitung dengan benar

b. Sering saya menghitung dengan benar

c. Kadang-kadang saya menghitung dengan benar

d. Jarang saya menghitung dengan benar

e. Tidak pernah saya menghitung dengan benar

Pembayaran pajak terutang

a. Selalu dibayar tepat waktu

b. Sering dibayar tepat waktu

c. Kadang-kadang tepat waktu

d. Jarang tepat waktu

e. Tidak pernah Tidak pernah menyelenggarakan pembukuan




LAMPIRAN DATA KUESIONER

1.

VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK(X1)

TABEL DATA ORDINAL KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)
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RESP X11 | X1.2 | X1.3 | X14 | TOTAL | GANJIL | GENAP
1 5 4 5 5 19 10 9
2 5 5 5 S 20 10 10
3 5 5 4 4 18 9 9
4 5 4 5 5 19 10 9
5 4 4 5 5 18 9 9
6 5 5 5 5 20 10 10
7 5 5 5 5 20 10 10
8 4 4 4 4 16 8 8
9 5 4 3 5 17 8 9

10 5 5 5 5 20 10 10
11 4 4 5 4 17 9 8
12 5 5 5 4 19 10 9
13 3 3 2 2 10 5 S
14 4 3 4 4 15 8 7
15 5 5 5 5 20 10 10
16 4 4 4 4 16 8 8
17 4 3 4 5 16 8 8
18 4 4 4 5 17 8 9
19 5 4 4 5 18 9 9
20 5 4 5 4 18 10 8
21 5 5 4 4 18 9 9
22 5 5 5 5 20 10 10
23 5 5 5 5 20 10 10
24 5 4 4 5 18 9 9
25 4 5 5 5 19 9 10
26 5 5 4 4 18 9 9
27 5 4 5 5 19 10 9
28 4 5 4 5 18 8 10

KONVERSI DATA ORDINAL KE INTERVAL

Succesive Detail
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Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale

1.000 4.000 9.000 0.346 0.346 0.369 -0.396 1.000
5.000 17.000 0.654 1.000 0.000 2.630

2.000 3.000 2.000 0.077 0.077 0.144 -1.426 1.000
4.000 12.000 0.462 0.538 0.397 0.097 2.328
5.000 12.000 0.462 1.000 0.000 3.736

3.000 3.000 1.000 0.038 0.038 0.083 -1.769 1.000
4.000 11.000 0.423 0.462 0.397 -0.097 2.429
5.000 14.000 0.538 1.000 0.000 3.908

4.000 4.000 9.000 0.346 0.346 0.369 -0.396 1.000
5.000 17.000 0.654 1.000 0.000 2.630

Succesive Interval

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOTAL

2.630 2.328 3.908 2.630 11.49¢6

2.630 3.736 3.908 2.630 12.904

2.630 3.736 2.429 1.000 9.795

2.630 2.328 3.908 2.630 11.49¢6

1.000 2.328 3.908 2.630 9.866

2.630 3.736 3.908 2.630 12.904

2.630 3.736 3.908 2.630 12.904

1.000 2.328 2.429 1.000 6.757

2.630 2.328 1.000 2.630 8.588

2.630 3.736 3.908 2.630 12.904

1.000 2.328 3.908 1.000 8.236

2.630 3.736 3.908 1.000 11.274

1.000 1.000 2.429 1.000 5.429

2.630 3.736 3.908 2.630 12.904

1.000 2.328 2.429 1.000 6.757

1.000 1.000 2.429 2.630 7.059

1.000 2.328 2.429 2.630 8.387

2.630 2.328 2.429 2.630 10.017

2.630 2.328 3.908 1.000 9.866

2.630 3.736 2.429 1.000 9.795

2.630 3.736 3.908 2.630 12.904

2.630 2.328 2.429 2.630 10.017

1.000 3.736 3.908 2.630 11.274

2.630 3.736 2.429 1.000 9.795

2.630 2.328 3.908 2.630 11.49¢6

1.000 3.736 2.429 2.630 9.795

2.

VARIABEL PELAYANAN FISKUS (X2)

TABEL DATA RESPONDEN VARIABEL X2
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RESP X21 | X22 | X23 | X2.4 | TOTAL | GANJIL | GENAP

1 5 5 4 5 19 9 10

2 4 4 3 5 16 7 9

3 3 4 3 3 13 6 7

4 4 3 3 4 14 7 7

5 3 4 5 5 17 8 9

6 5 5 5 5 20 10 10

7 5 5 4 ) 19 9 10

8 3 3 3 3 12 6 6

9 3 2 4 5 14 7 7

10 3 3 4 4 14 7 7

11 4 4 3 5 16 7 9

12 4 3 4 3 14 8 6

13 2 1 2 1 6 4 2

14 3 4 3 4 14 6 8

15 3 4 3 4 14 6 8

16 3 3 3 4 13 6 7

17 4 3 3 4 14 7 7

18 4 4 3 4 15 7 8

19 4 4 4 4 16 8 8

20 4 5 5 5 19 9 10

21 4 4 4 4 16 8 8

22 3 3 3 4 13 6 7

23 4 3 4 4 15 8 7

24 5 4 4 4 17 9 8

25 4 4 4 4 16 8 8

26 4 4 3 4 15 7 8

27 3 4 4 4 15 7 8

28 4 3 4 5 16 8 8

KONVERSI DATA VARIABEL X2
Succesive Detail
Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale
1.000 3.000 9.000 0.346 0.346 0.369 -0.396 1.000
4.000 13.000 0.500 0.846 0.237 1.020 2.329
5.000 4.000 0.154 1.000 0.000 3.607

2.000 2.000 1.000 0.038 0.038 0.083 -1.769 1.000
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3.000 8.000 0.308 0.346 0.369 0.396 2.242
4.000 13.000 0.500 0.846 0.237 1.020 3.434
5.000 4.000 0.154 1.000 0.000 4.711

3.000 3.000 11.000 0.423 0.423 0.392 0.194 1.000
4.000 12.000 0.462 0.885 0.195 1.198 2.352
5.000 3.000 0.115 1.000 0.000 3.612

4.000 3.000 3.000 0.115 0.115 0.195 1.198 1.000
4.000 14.000 0.538 0.654 0.369 .396 2.362
5.000 9.000 0.346 1.000 0.000 3.752

Succesive Interval

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL

3.607 4.711 2.352 3.752 14.422

2.329 3.434 1.000 3.752 10.515

1.000 3.434 1.000 1.000 6.434

2.329 2.242 1.000 2.362 7.934

1.000 3.434 3.612 3.752 11.797

3.607 4.711 3.612 3.752 15.682

3.607 4.711 2.352 3.752 14.422

1.000 2.242 1.000 1.000 5.242

1.000 1.000 2.352 3.752 8.104

1.000 2.242 2.352 2.362 7.957

2.329 3.434 1.000 3.752 10.515

2.329 2.242 2.352 1.000 7.924

1.000 3.434 1.000 2.362 7.796

1.000 3.434 1.000 2.362 7.796

1.000 2.242 1.000 2.362 6.605

2.329 2.242 1.000 2.362 7.934

2.329 3.434 1.000 2.362 9.125

2.329 3.434 2.352 2.362 10.477

2.329 4.711 3.612 3.752 14.404

2.329 3.434 2.352 2.362 10.477

2.329 2.242 2.352 2.362 9.286

3.607 3.434 2.352 2.362 11.755

2.329 3.434 2.352 2.362 10.477

2.329 3.434 1.000 2.362 9.125

1.000 3.434 2.352 2.362 9.148

2.329 2.242 2.352 3.752 10.676

VARIABEL KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Y)

TABEL DATA ORDINAL RESPONDEN VARIABEL Y
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RESP Y1 Y2 Y3 Y4 | TOTAL | GANJIL | GENAP
1 5 5 5 5 20 10 10
2 4 4 4 5 17 8 9
3 3 4 4 4 15 7 8
4 3 4 4 3 14 7 7
5 4 5 4 5 18 8 10
6 5 5 5 5 20 10 10
7 5 5 5 5 20 10 10
8 3 4 3 4 14 6 8
9 4 4 4 4 16 8 8
10 3 5 4 4 16 7 9
11 3 4 5 5 17 8 9
12 3 5 5 3 16 8 8
13 1 1 1 5 8 2 6
14 2 4 3 4 13 5 8
15 4 4 5 5 18 9 9
16 4 3 3 4 14 7 7
17 4 4 4 4 16 8 8
18 4 4 4 3 15 8 7
19 4 5 5 4 18 9 9

20 3 3 4 3 13 7 6
21 5 5 4 4 18 9 9
22 1 3 1 3 8 2 6
23 4 4 4 5 17 8 9
24 3 4 3 4 14 6 8
25 5 4 4 4 17 9 8
26 4 4 3 4 15 7 8
27 4 4 5 3 16 9 7
28 4 5 3 4 16 7 9

KONVERSI DATA ORDINAL KE INTERVAL VARIABEL Y

Succesive Detail

Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale

1.000 2.000 1.000 0.038 0.038 0.083 -1.769 1.000
3.000 8.000 0.308 0.346 0.369 -0.396 2.242
4.000 12.000 0.462 0.808 0.273 0.869 3.377
5.000 5.000 0.192 1.000 0.000 4.592

2.000 3.000 2.000 0.077 0.077 0.144 -1.426 1.000
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4.000 15.000 0.577 0.654 0.369 0.396 2.487
5.000 9.000 0.346 1.000 0.000 8.210 3.942

3.000 3.000 6.000 0.231 0.231 0.304 0.736 1.000
4.000 12.000 0.462 0.692 0.352 0.502 2.216
5.000 8.000 0.308 1.000 0.000 3.461

4.000 3.000 5.000 0.192 0.192 0.273 0.869 1.000
4.000 13.000 0.500 0.692 0.352 0.502 2.265
5.000 8.000 0.308 1.000 0.000 3.564

Succesive Interval

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4  TOTAL

4.592 3.942 3.461 3.564 15.559

3.377 2.487 2.216 3.564 11.644

2.242 2.487 2.216 2.265 9.210

2.242 2.487 2.216 1.000 7.945

3.377 3.942 2.216 3.564 13.099

4.592 3.942 3.461 3.564 15.559

4.592 3.942 3.461 3.564 15.559

2.242 2.487 1.000 2.265 7.994

3.377 2.487 2.216 2.265 10.344

2.242 3.942 2.216 2.265 10.665

2.242 2.487 3.461 3.564 11.755

2.242 3.942 3.461 1.000 10.645

1.000 2.487 1.000 2.265 6.752

3.377 2.487 3.461 3.564 12.889

3.377 1.000 1.000 2.265 7.642

3.377 2.487 2.216 2.265 10.344

3.377 2.487 2.216 1.000 9.079

3.377 3.942 3.461 2.265 13.045

2.242 1.000 2.216 1.000 6.458

4.592 3.942 2.216 2.265 13.014

3.377 2.487 2.216 3.564 11.644

2.242 2.487 1.000 2.265 7.994

4.592 2.487 2.216 2.265 11.559

3.377 2.487 1.000 2.265 9.129

3.377 2.487 3.401 1.000 10.325

3.377 3.942 1.000 2.265 10.584

LAMPIRAN UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

1.

VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)

Correlations
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X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOTAL
X1.1 Pearson Correlation 1 .488" 212 216 .690™
Sig. (2-tailed) 011 298 290 .000
N 26 26 26 26 26
X1.2 Pearson Correlation .488" 1 373 .051 755"
Sig. (2-tailed) 011 .060 .805 .000
N 26 26 26 26 26
X1.3 Pearson Correlation 212 .373 1 291 716"
Sig. (2-tailed) 298 .060 .149 .000
N 26 26 26 26 26
X1.4 Pearson Correlation 216 .051 291 1 524"
Sig. (2-tailed) 290 .805 149 .006
N 26 26 26 26 26
TOTAL Pearson Correlation .690" 755" 716" 524" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .006
N 26 26 26 26 26

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

N %
Cases  Valid 26 100.0
Excluded? 0 .0
Total 26 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of ltems

.893 3




2. VARIABEL PELAYANAN FISKUS (X2).

Correlations
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X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL
X2.1 Pearson Correlation 1 516" .294 .367 T47"
Sig. (2-tailed) .007 145 .065 .000
N 26 26 26 26 26
X2.2 Pearson Correlation 516" 1 .320 .352 .768™
Sig. (2-tailed) .007 111 078 .000
N 26 26 26 26 26
X2.3 Pearson Correlation .294 .320 1 438" .691"
Sig. (2-tailed) 145 111 .025 .000
N 26 26 26 26 26
X2.4 Pearson Correlation .367 .352 438" 1 721"
Sig. (2-tailed) .065 .078 025 .000
N 26 26 26 26 26
TOTAL Pearson Correlation 747" .768" 691" 721" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 26 26 26 26 26

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

N %
Cases  Valid 26 100.0
Excluded? 0 .0
Total 26 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

.894

3
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3. VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Correlations

Y.l Y.2 Y.3 Y.4 TOTAL
Y.1 Pearson Correlation 1 .359 .361 .391° a7
Sig. (2-tailed) 071 .070 .048 .000
N 26 26 26 26 26
Y.2 Pearson Correlation .359 1 .397" .297 .689™
Sig. (2-tailed) 071 .045 140 .000
N 26 26 26 26 26
Y.3 Pearson Correlation .361 397" 1 .209 .700™
Sig. (2-tailed) .070 .045 305 .000
N 26 26 26 26 26
Y.4 Pearson Correlation .391° .297 .209 1 .670"
Sig. (2-tailed) .048 140 305 .000
N 26 26 26 26 26
TOTAL Pearson Correlation a7 .689" .700™ .670" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 26 26 26 26 26

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 26 100.0
Excluded? 0 .0
Total 26 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Iltems
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LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS SIMULTAN DAN PARSIAL

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .6782 460 413 1.98926 2.592
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
ANOQOVAP
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 77.618 2 38.809 9.807 .0012
Residual 91.015 23 3.957
Total 168.632 25
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 2.027 2.040 .994 331
X1 .502 .203 420 2.469 .021 811 1.233
X2 371 .165 .381| 2.239 .035 .811 1.233

a. Dependent Variable: Y
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LAMPIRAN NORMALITAS DATA

Histogram

Dependent Variable: Y
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Regression Studentized Residual

Scatterplot

Dependent Variable: Y
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